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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  43   TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah  

Kabupaten Magetan Nomor 40); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2011 Nomor 8); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 87); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 88); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  9  Tahun 

2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013    

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan     

Nomor 35); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 64); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 



 7 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 7693); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 102); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021                

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 112); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020  terdiri atas :  

1. Pendapatan    

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 203.465.853.559,25 

b. Dana Perimbangan Rp 1.201.678.801.723,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  

 yang Sah Rp  396.668.051.072,00 

   Jumlah Pendapatan Rp 1.801.812.706.354,25 

2. Belanja    

a. Belanja tidak langsung    

1) Belanja Pegawai Rp 737.239.486.918,00 

2) Belanja Hibah Rp 36.476.907.500,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 4.800.000.000,00 
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4) Belanja Bagi Hasil kepada 

 Prov/Kab/Kota dan PemDes Rp 8.010.712.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 282.210.266.454,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp 29.702.232.490,00  

  Rp 1.098.439.605.362,00 

b. Belanja langsung    

1) Belanja Pegawai Rp     43.761.260.848,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 410.956.353.998,68 

3) Belanja Modal   Rp 237.214.475.379,53 

     Rp 691.932.090.226,21 

   Jumlah Belanja Rp 1.790.371.695.588,21 

   Surplus/(Defisit) Rp 11.441.010.766,04 

3. Pembiayaan :    

a. Penerimaan  Rp 243.872.559.095,72 

b. Pengeluaran  Rp 10.354.583.334,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 233.517.975.761,72 

Sisa Lebih Pembiayaan    

Anggaran Tahun Berkenaan Rp   244.958.986.527,76 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

ini, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

 

Pasal 3 

 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 24 Agustus 2021  

   

 BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

  

Diundangkan di Magetan  

pada tanggal  24 Agustus 2021  

  

   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

                                    TTD   

HERGUNADI 

  

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR  43 

 

 

 

 

 

 

 

 


